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Abstrak

Digitallisasi Rekam Medis sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk
diterapkan, setidaknya hingga akhir 2023. Dahulu Rekam Medis ini dapat berupa lembaran-lembaran kertas
saja atau juga dalam bentuk digital. Peraturan Menteri Nomor 269/MENKES/PER/II1/2008 Tahun 2008
seyogiayanya mengatur tentang rekam medis inbi. Namun, tidak mewajibkan. Pasca keluarnya Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis
menggunakan elektronik menjadi sebuah kewajiban. Tak dapat di elakkan lagi penyelenggara kesehatan wajib
mengikuti aturan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis
normatif dimana hal ini dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau yang sering di katakan dengan
data sekunder berupa hukum positif dengan merujuk pada Peraturan Perundang undangan, Peraturan Menteri
Nomor 269 Tahun 2008 dan membandingkannya dengan peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2022. Hasil dari
penelitian ini adalah bahwa Rekam medik menggunakan sistem elektronik pada pelayanan kesehatan wajib.

Kata Kunci: Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2022, Rekam Medik Elektronik, Wajib.
Abstract

Digitalization of Medical Records is an obligation for health service providers to implement, at least until the
end of 2023. Previously, Medical Records could only be paper sheets or also in digital form. Ministerial
Regulation Number 269/MENKES/PER/111/2008 of 2008 should regulate the medical record of inbi. However,
not obligatory. After the issuance of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia
Number 24 of 2022 concerning Medical Records, using electronic medical records became an obligation. It is
inevitable that health administrators must follow these rules. The research method used in this research is the
normative juridical research method where this is done by means of research on library materials or what is
often said with secondary data in the form of positive law by referring to the Laws and Regulations,
Ministerial Regulation Number 269 of 2008 and comparing it with Ministerial regulations Number 24 of
2022. The results of this study are that medical records use an electronic system in mandatory health services.
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PENDAHULUAN

Rekam medis adalah pondasi dalam
penyelenggaraan pelayanan medis. Hal ini
dikarenakan, rekam medis merupakan perwujudan
dari rahasia kedokteran yang bersifat tertulis.
Artinya, rekam medis berisikan data mengenai
identitas pasien, pelayanan kesehatan dan
pelayanan medis yang telah diberikan kepada
pasien (di antaranya meliputi pemeriksaan,
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang
telah diberikan kepada pasien).

Manfaat rekam medis, seringkali disingkat
dengan istilah “ALFRED”, yang meliputi:
Administrative (isi rekam medis mendeskripsikan
mengenai tindakan, wewenang dan tanggung
jawab tenaga medis); Legal (isi rekam medis dapat
dijadikan sebagai bukti dalam proses penegakan
hukum); Financial (isi rekam medis dapat
dijadikan sebagai dasar penetapan biaya pelayanan
medis); Research (isi rekam medis dapat dijadikan
sebagai bahan penelitian untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi); Education (isi
rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan atau
referensi pembelajaran); Documentation (isi rekam
medis dapat dijadikan sebagai dokumentasi atas
tindakan medis yang telah dilakukan terhadap
pasien).

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Rekam Medis. Peraturan ini mencabut Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/111/2008 Tahun 2008 tentang
Rekam Medis. Beberapa hal yang mendasari
pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut,
di antaranya adalah: Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 Tahun 2008 sudah
tidak sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan
kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat;
perkembangan teknologi digital dalam masyarakat
mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan
kesehatan; penyelenggaraan rekam medis secara
elektronik harus mengutamakan prinsip keamanan
dan kerahasiaan data serta informasi.

Sistem elektronik yang dipergunakan
dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik
harus  memiliki  kemampuan  kompatibilitas
(kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan
sistem elektronik yang lainnya) dan/atau
interoperabilitas (kemampuan sistem elektronik
yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu
melakukan komunikasi atau pertukaran data
dengan salah satu atau lebih sistem elektronik yang
lain, yang menggunakan standar pertukaran data).

Interoperabilitas ini mengacu kepada
standar sistem elektronik yang diselenggarakan

oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Sistem elektronik harus mengacu kepada variabel
(elemen data yang terdapat pada sistem elektronik
rekam medis elektronik) dan meta data (definisi,
format dan kodifikasi) yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oleh
karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelengarakan rekam medis elektronik atau
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib
melakukan registrasi sistem elektronik yang
digunakannya di Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.

Kegiatan penyelenggaraan rekam medis
elektronik meliputi: Registrasi Pasien,
Pendistribusian Data Rekam Medis Elektronik,
Pengisian Informasi Klinis, Pengolahan Informasi
Rekam Medis Elektronik, Penginputan Data untuk
Klaim Pembiayaan, Penyimpanan Rekam Medis
Elektronik, Penjaminan Mutu Rekam Medis
Elektronik, Transfer Isi Rekam Medis Elektronik.

Pengolahan informasi rekam  medis
elektronik meliputi: Pengkodean (pemberian kode
klasifikasi  klinis sesuai dengan Kklasifikasi
internasional penyakit dan tindakan medis yang
terbaru/International Statistical Classification of
Disease and Related Health Problems); Pelaporan
(meliputi pelaporan internal fasilitas pelayanan
kesehatan dan pelaporan eksternal dari fasilitas
pelayanan kesehatan kepada dinas kesehatan,
Kementerian Kesehatan, dan pemangku
kepentingan terkait); Penganalisisan
(penganalisisan terhadap data rekam medis
elektronik secara kuantitatif dan kualitatif).
Sedangkan penginputan data untuk klaim
pembayaran merupakan kegiatan penginputan
kode Klasifikasi  penyakit pada  aplikasi
pembiayaan berdasarkan hasil diagnosis dan
tindakan yang ditulis oleh tenaga medis dan tenaga
kesehatan pemberi pelayanan medis serta
pelayanan kesehatan.

Pengaturan mengenai keamanan dan
perlindungan data rekam medis elektronik di
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 meliputi:
kepemilikan dan isi rekam medis elektronik;
keamanan dan perlindungan data rekam medis
elektronik (meliputi kerahasiaan isi rekam medis
elektronik, pembukaan isi rekam medis elektronik,
pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik, dan
jangka waktu penyimpanan rekam medis
elektronik).

Terkait dengan pembukaan isi rekam
medis elektronik, ada dua hal yang harus dijadikan
pedoman yaitu: permintaan pembukaan isi rekam
medis harus dilakukan secara tertulis atau secara
elektronik; dan pembukaan isi rekam medis
dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pada
dasarnya, pembukaan isi rekam medis elektronik
harus dengan persetujuan pasien. Pembukaan isi
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rekam medis elektronik tanpa persetujuan pasien,
harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  (dengan  mengajukan
permohonan melalui Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia).

Persetujuan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia dikecualikan untuk pembukaan isi
rekam medis elektronik yang dilakukan atas dasar
perintah pengadilan. Pasien dikategorikan telah
melepaskan hak atas isi rekam medis elektronik
apabila  pasien dan/atau  keluarga pasien
menginformasikan isi rekam medis elektronik
kepada publik melalui media massa. Implikasinya,
hal ini memberikan kewenangan kepada fasilitas
pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan
rahasia isi rekam medis elektronik sebagai hak
jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyimpanan data rekam medis elektronik
di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan paling
singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir
pasien. Setelah jangka waktu tersebut, data rekam
medis elektronik dapat dimusnahkan, kecuali data
yang masih dipergunakan atau dimanfaatkan.

Atas beberapa argumetasi diatas makam
penulis tertarik meneliti tentang Rekam medis
Elektronik yang muara pembahasannya kepada :
Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebelum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022
tentang Rekam Medis dan Kesiapan Rumah Sakit,
Hak dan Kewajiban Pasien Serta Rumah Sakit
Terhadap Rekam Medis, dan Tinjauan Yuridis
Kesiapan Rumah Sakit Dan Tanggungjawab
Rumah Sakit Pasca Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor: 24/2022 Tentang Rekam Medis Dan
Kesiapan Rumah Sakit.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
Normative  vyaitu  suatu  penelitian  yang
mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau
peristiwa dengan memberikan suatu penilaian
secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut
pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-
asas hukum, kaidah-kaidah  hukum, dan
sistematika hukum.

Dalam pengumpulan data digunakan studi
dokumen vyaitu dengan mempelajari bahan-bahan
sekunder, baik berupa perundang-undangan,
peraturan-peraturan lainnya, putusan pengadilan
tentang kasus-kasus kesehatan serta buku,
makalah, dan jurnal berkaitan dengan yang diteliti.
Data yang diperolenh kemudian dianalisis secara
kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang
tidak berdasarkan pada angka-angka atau statistik,
sehingga data yang diperoleh dalam penelitian
kepustakaan kemudian disajikan dalam kalimat-
kalimat yang logis untuk memperoleh deskripsi
tentang Pengaturan Hukum Rekam Medis Pasca

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022
tentang Rekam Medis dan Kesiapan Rumah Sakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebelum
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022
tentang Rekam Medis dan Kesiapan Rumah
Sakit

Rekam medis wajib dilaksanakan setelah
pelayanan dilakukan pada pasien, hal ini
dinyatakan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, menyatakan setiap dokter atau dokter
gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib
membuat rekam medis. Melalui penjelasan Pasal
46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, Rekam medis
adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan
pasien. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas
yang berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas  pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan
kepada pasien.

Rekam medis pada pasien rawat inap
diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 menyatakan bahwa
isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan
perawat satu hari sekurang-kurangnya memuat :

a. ldentitas pasien;

b. Tanggal dan waktu;

c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-
kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
Diagnosis;

Rencana penatalaksanaan;

Pengobatan dan/atau tindakan;

Persetujuan tindakan bila diperlukan;

Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;

Ringkasan pulang (discharge summary);
Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi
atau tenaga kesehatan tertentu yang
memberikan pelayanan kesehatan;

I.  Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan tertentu; dan

m. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan
odontogram klinik.

T oo hoe o

Selanjutnya, resume medis atau ringkasan
medis adalah ringkasan seluruh perawatan dan
pengobatan yang telah dilakukan oleh tenaga
kesehatan, dan harus ditandatangani oleh dokter
yang merawat pasien. Informasi yang terdapat
dalam lembaran resume terdiri dari jenis
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perawatan, reaksi tubuh pada pengobatan, kondisi
saat pulang dan tindak lanjut setelah pasien
pulang. Tujuan dibuatnya resume ini salah satunya
adalah untuk memenuhi permintaan badan-badan
resmi atau perorangan tentang perawatan
seseorang pasien, misalnya dari perusahaan
asuransi atas persetujuan pimpinan.

Kelengkapan resume medis atau ringkasan
medis dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 yaitu isi ringkasan
pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:

a. ldentitas pasien

b. Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat

c. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan
penunjang, diagnosis akhir, pengobatan, dan
tindak lanjut; dan

d. Nama dan tanda tangan dokter atau dokter
gigi yang memberikan pelayanan kesehatan.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 Tahun 2008 tentang
Rekam Medis. Beberapa hal yang mendasari
pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut,
di antaranya adalah: Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 Tahun 2008 sudah
tidak sesuai dengan peremkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan
kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat;
perkembangan teknologi digital dalam masyarakat
mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan
kesehatan; penyelenggaraan rekam medis secara
elektronik harus mengutamakan prinsip keamanan
dan kerahasiaan data serta informasi.

Intinya, Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022
berusaha untuk memberikan landasan hukum atau
legalitas terhadap penyelenggaraan rekam medis
elektronik. Secara garis besar, ada tiga hal baru
yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, yaitu
sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan
penyelenggaraan  rekam  medis  elektronik,
keamanan dan perlindungan data rekam medis
elektronik.

Hak dan Kewajiban Pasien Serta Rumah Sakit
Terhadap Rekam Medis

Pengaturan mengenai rekam medis dapat
kita jumpai dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang
mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi

dalam menjalankan praktik kedokteran wajib

membuat rekam medis. Arti rekam medis itu

sendiri menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU

Praktik Kedokteran adalah berkas yang berisikan

catatan dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan
lain yang telah diberikan kepada pasien.

Lebih lanjut, dalam Pasal 47 UU Praktik
Kedokteran diatur bahwa:

a. Dokumen rekam medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik
dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan
kesehatan, sedangkan isi rekam medis
merupakan milik pasien.

b. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bharus disimpan dan dijaga
kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi
dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

c. Ketentuan mengenai rekam medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak pasien atas isi rekam medis ini juga
ditegaskan  dalam Pasal 52 UU  Praktik
Kedokteran:

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada
praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap
tentang tindakan medis  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi
lain;

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medis;

d. menolak tindakan medis; dan

e. mendapatkan isi rekam medis. ”

Rumah sakit juga memiliki kewajiban
yang berkaitan dengan rekam medis sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (UU Rumah Sakit). Masih berkaitan dengan
hak pasien, sebagaimana yang pernah dijelaskan
bahwa Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit, pasien adalah konsumen. Oleh
karena itu, hak-hak pasien sebagai konsumen juga
dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan  Konsumen (UU
Perlindungan Konsumen).

Adapun mengenai isi rekam medis diatur
lebih khusus dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
269/MENKES/PER/IN1/2008  tentang  Rekam
Medis (Permenkes 269/2008). Pasal ini
mengatakan bahwa isi rekam medis merupakan
milik pasien yang dibuat dalam bentuk ringkasan
rekam medis. Hal senadapun juga disebutkan
dalam Peraturan Menteri no 22 Tahun 2022 pasal
26 ayat (1) Isi Rekam Medis milik Pasien. Lebih
lanjut, dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa ringkasan
rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dicopy
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oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas
persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien
yang berhak untuk itu.

a. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.

b. Selain kepada Pasien, Rekam Medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan kepada keluarga terdekat atau
pihak lain.

c. Penyampaian Rekam Medis kepada
keluarga terdekat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a.
Pasien di bawah umur 18 (delapan belas)
tahun; dan/atau b. Pasien dalam keadaan
darurat.

d. Penyampaian Rekam Medis kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari Pasien.

e. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

1) identitas Pasien;

2) hasil pemeriksaan  fisik  dan
penunjang;

3) diagnosis, pengobatan, dan rencana
tindak lanjut pelayanan kesehatan;
dan jdih.kemkes.go.id;

4) nama dan tanda tangan Tenaga
Kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan.

f. Rekam Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dibuat oleh
penanggung jawab pelayanan.

g. Rekam Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus diberikan kepada
Pasien rawat inap dan rawat darurat pada
saat pulang, atau kepada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan penerima rujukan
pada saat melakukan rujukan.

h. Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), Rekam Medis dapat diberikan kepada
Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.

i. Rekam Medis yang ditujukan kepada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima
rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) menjadi bagian dari surat rujukan
dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan
sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

j. Rekam Medis yang diberikan pada saat
Pasien pulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat
yang dikirimkan dan diterima dalam
bentuk elektronik dengan menggunakan
jaringan komputer atau alat komunikasi
elektronik lain termasuk ponsel atau dalam
bentuk tercetak.

Permenkes No 22 tahun 2022 ini
mengatakan siapa saja yang dimaksud dengan
keluarga adalah “Keluarga terdekat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak
yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau
saudara kandung Pasien .

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU
Praktik Kedokteran, pada prinsipnya yang berhak
memberikan persetujuan atau penolakan tindakan
medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun,
apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah
pengampuan (under curatele), persetujuan atau
penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh
keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu
kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara
kandung.

Jika pihak rumah sakit menolak
memberikan ringkasan medis kepada pasien
sebagai keluarga pasien yang berhak, usahakan
untuk menyelesaikan masalah tersebut secara
kekeluargaan. Namun, jika pihak rumah sakit tetap
menolak memberikan rekam medis tersebut, maka
pasien atau keluarganya dapat menempuh langkah-
langkah yang diatur dalam UU Rumah Sakit,
yaitu:

a. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit
baik secara perdata maupun pidana
(lihat Pasal 32 huruf q); atau

b. mengeluhkan pelayanan RS yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan melalui
media cetak dan elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
(lihat Pasal 32 huruf r). Penginformasian
kepada media ini kemudian akan
menimbulkan kewenangan bagi Rumah
Sakit untuk mengungkap rahasia kedokteran
pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit
(lihat Pasal 44 ayat [3]).

Selain itu, pasien atau keluarganya juga
dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha,
kepada lembaga yang secara khusus berwenang
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha (lihat Pasal 45 UU Perlindungan
Konsumen).

Tinjauan Yuridis Kesiapan Rumah Sakit Dan
Tanggungjawab Rumah Sakit Pasca Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022 Tentang
Rekam Medis Dan Kesiapan Rumah Sakit

Perbedaan yang sangat mendasar antara
Ketentuan Rekam Medis dari Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/IN11/2008
dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2022
adalah “Rekam Medis Elektronik Wajib”. Sisanya
hanya penyesuaian saja menurut penulis.

Peberapa hal yang mendasari pencabutan
Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, di antaranya
adalah: Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/I11/2008
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Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan
hukum masyarakat; perkembangan teknologi
digital dalam  masyarakat  mengakibatkan
transformasi  digitalisasi pelayanan kesehatan;
penyelenggaraan rekam medis secara elektronik
harus mengutamakan prinsip keamanan dan
kerahasiaan data serta informasi.

Intinya, Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022
berusaha untuk memberikan landasan hukum atau
legalitas terhadap penyelenggaraan rekam medis
elektronik. Secara garis besar, ada tiga hal baru
yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, yaitu
sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan
penyelenggaraan  rekam  medis  elektronik,
keamanan dan perlindungan data rekam medis
elektronik.

Pengisian formulir Klinis rekam medis
elektronik dilakukan oleh tenaga kesehatan dan
tenaga medis yang telah memberikan pelayanan
kesehatan serta pelayaan medis kepada pasien (hal
inilah yang membedakan dengan rangkaian
kegiatan lainnya dalam penyelenggaraan rekam
medis elektronik, dimana untuk rangkaian kegiatan
lainnya dilakukan oleh tenaga perekam medis dan
informasi kesehatan). Informasi klinis ini berupa
hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan
pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan medis)
lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien.

Penyimpanan rekam medis elektronik
merupakan kegiatan penyimpanan data rekam
medis pada media penyimpanan berbasis digital
pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam
kegiatan ini, ada dua hal yang harus diperhatikan
olen fasilitas pelayanan kesehatan, vyaitu:
penyimpanan rekam medis elektronik harus
menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan
ketersediaan data rekam medis elektronik; fasilitas
pelayanan kesehatan wajib memiliki cadangan data
(backup system). Penjaminan mutu dalam
penyelenggaraan rekam medis elektronik, meliputi
penjaminan mutu internal (dilakukan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan) dan penjaminan mutu
eksternal (dilakukan oleh Pemerintah dan dapat
melibatkan pihak terkait).

Pengaturan mengenai keamanan dan
perlindungan data rekam medis elektronik di
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 meliputi:
kepemilikan dan isi rekam medis elektronik;
keamanan dan perlindungan data rekam medis
elektronik (meliputi kerahasiaan isi rekam medis
elektronik, pembukaan isi rekam medis elektronik,
pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik, dan
jangka waktu penyimpanan rekam medis
elektronik).
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Kepemilikan dan isi rekam medis
elektronik, mengandung dua makna. Pertama
adalah dokumen rekam medis merupakan milik
dari fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu,
fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab
atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan
oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak
terhadap dokumen rekam medis. Makna yang
kedua adalah isi rekam medis merupakan milik
pasien, dan dapat disampaikan kepada keluarga
terdekat atau pihak lain setelah mendapat
persetujuan dari pasien.

KEPEMILIKAN DAN IS| REKAM MEDIS

Fasniitas Pelayanan Kesahatan

R M - -

Isi rekam medis elektronik wajib dijaga
kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat
dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan medis
di fasilitas pelayanan kesehatan (tidak hanya
tenaga kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga
meliputi mahasiswa/siswa yang bertugas di
fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan
dengan pembiayaan pelayanan kesehatan dan
pelayanan medis, pihak lain yang memiliki akses
terhadap data dan informasi kesehatan pasien di
fasilitas pelayanan kesehatan), walaupun pasien

telah meninggal dunia.
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Terkait dengan pembukaan isi rekam
medis elektronik, ada dua hal yang harus dijadikan
pedoman yaitu: permintaan pembukaan isi rekam
medis harus dilakukan secara tertulis atau secara
elektronik; dan pembukaan isi rekam medis
dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pada
dasarnya, pembukaan isi rekam medis elektronik
harus dengan persetujuan pasien. Pembukaan isi
rekam medis elektronik tanpa persetujuan pasien,
harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  (dengan  mengajukan
permohonan melalui Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia).

Persetujuan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia dikecualikan untuk pembukaan isi
rekam medis elektronik yang dilakukan atas dasar
perintah pengadilan. Pasien dikategorikan telah
melepaskan hak atas isi rekam medis elektronik
apabila pasien dan/atau  keluarga pasien
menginformasikan isi rekam medis elektronik
kepada publik melalui media massa. Implikasinya,
hal ini memberikan kewenangan kepada fasilitas
pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan
rahasia isi rekam medis elektronik sebagai hak
jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyimpanan data rekam medis elektronik
di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan paling
singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir
pasien. Setelah jangka waktu tersebut, data rekam
medis elektronik dapat dimusnahkan, kecuali data
yang masih dipergunakan atau dimanfaatkan.

SIMPULAN

Beberapa catatan yang dapat diberikan
terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam
Medis:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia  Nomor 24  Tahun 2022
membebankan kewajiban kepada seluruh
fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk
tempat praktik mandiri yang diselenggarakan
oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis)
untuk  menyelenggarakan rekam  medis
elektronik sesuai dengan peraturan tersebut,
paling lambat pada tanggal 31 Desember
2023. Menkes melalui Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
dapat mengenakan sanksi administratif
(teguran  tertulis dan/atau  rekomendasi
pencabutan atau pencabutan status akreditasi)
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang
melakukan pelanggaran.

Kewajiban hukum yang diperkuat dengan
sanksi hukum, bertujuan untuk mewujudkan
kepastian  hukum. Namun, seharusnya
kepastian hukum ini juga mempertimbangkan
kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan

kondisi geografis negara Indonesia yang
sangat luas, bervariasi dan majemuk. Oleh
karena itu, Kementerian Kesehatan harus
mempertimbangkan situasi dan kondisi tenaga
kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di
pelosok Indonesia, dengan keterbatasan
sarana prasarana (khususnya jaringan internet
dan komputer).

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 memberikan
kewenangan yang besar terhadap
Kementerian Kesehatan, khususnya terhadap
data dan isi rekam medis elektronik serta
sistem  penyelenggaraan rekam  medis
elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan
harus membuka akses terhadap seluruh isi
rekam medis elektronik kepada Kementerian
Kesehatan dan seluruh sistem
penyelenggaraan rekam medis elektronik
harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
Kewenangan yang besar ini harus diimbangi
dengan tanggung jawab yang besar karena
hingga saat ini, perlindungan data pribadi di
Indonesia masih lemah. Rahasia kedokteran
bukan semata merupakan data pribadi yang
wajib dilindungi, tetapi juga merupakan
pondasi dan landasan filosofis bagi tenaga
kesehatan serta tenaga medis dalam
mengemban profesinya. Oleh karena itu, perlu
ada penguatan regulasi mengenai rahasia
kedokteran, baik melalui harmonisasi maupun
sinkronisasi;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 merupakan
“payung hukum” terhadap penyelenggaraan
rekam medis elektronik. Oleh karena sifatnya
adalah “payung hukum”, peraturan ini bersifat
makro dan harus diterjemahkan lagi dalam
bentuk peraturan yang bersifat mikro
(misalnya: Standar Operasional Prosedur atau
Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam
Medis Elektronik). Tujuannya adalah untuk
mencegah  terjadinya salah  penafsiran
terhadap ketentuan yang terdapat di dalam
Peraturan Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 maupun
mendeskripsikan secara komprehensif.
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